WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 194 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19-2 TAHUN
2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK DI KOTA BATAM TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mengenai
_ bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Walikota Nomor 19-2 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik di Kota Batam Tahun 2009;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, selanjutnya perlu ditetepkan dengan
Peraturan Walikota Batam;

Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 5 Ayat (2);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir
diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);




10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2006 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Batam Nomor 47);



Memperhatikan

Menetapkan :

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 50);

14. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1 Tahun 2010 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 67);

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Batam Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2010 Nomor 6);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN NOMOR 19-2 TAHUN
2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  PENDAPATAN
BELANJA DAERAH (APBD), PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA BATAM
TAHUN 2009.

Pasal |

Merubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 19-2
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Batam



Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 94-2) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 2

(3) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam
dihitung secara proprosional berdasarkan rentang waktu sampai
dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kota Batam hasil
Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009 kepada
partai politik adalah sebagai berikut :

a. Partai politik periode 2004 — 2009 untuk setiap kursi ditetapkan
bantuan keuangan sebesar Rp 13.333.333 (tiga belas juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhitung
Januari sampai dengan Agustus 2009;

b. Partai politik periode 2009 — 2014 untuk setiap suara ditetapkan
bantuan keuangan sebesar Rp 3.717 (tiga ribu tujuh ratus tujuh
belas rupiah) terhitung Januari sampai dengan Desember 2011".

Pasal il

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Agustus 2011

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal ' Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

BERITA DAERAH KOTA BAT

AGUSSAHIM
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